
 

 

          BERITA  DAERAH 
    KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

    ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

                              Nomor :  24                                                  Tahun : 2011         Seri : E 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 
NOMOR  37   TAHUN 2011 

TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN 

PESERTA LOMBA DESA TINGKAT NASIONAL  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan bantuan stimulan pembangunan peserta 
lomba desa tingkat nasional telah diatur dalam Peraturan Bupati 
Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2011; 

  b. 

 

 

bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan 
Lomba Desa tingkat Nasional tahun 2011 bahwa Desa Ponjong 
Kecamatan Ponjong tahun 2011 telah berprestasi menjadi juara 3 
(tiga) lomba desa tingkat nasional maka dipandang perlu mengatur 
kembali tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan 
Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional;  

  c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul 
tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Pembangunan 
Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah–Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
44); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – 
Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, 
dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan  
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005; 

 

 



  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor  21 Tahun 2011; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E); 

  15. 
 
 
 
 
 
     

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E)  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 
Nomor 07 Seri E); 

  16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Pembangunan Peserta Lomba 
Desa Tingkat Nasional; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA 
CARA PENGELOLAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN 
PESERTA LOMBA DESA TINGKAT NASIONAL. 

 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan 
Bantuan Stimulan Pembangunan Peserta Lomba Desa Tingkat Nasional (Berita Daerah Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 12 Seri E) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Besarnya bantuan stimulan pembangunan peserta lomba desa tingkat nasional adalah sebagai 
berikut: 

a. Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

b. Desa Kepek Kecamatan Wonosari sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); 

c. Desa Bohol Kecamatan  Rongkop sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

d. Desa Ponjong Kecamatan Ponjong sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 
 

 

 



Pasal   II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. 

                                                                                       Ditetapkan di Wonosari 
                                                                                       pada tanggal    10 November 2011                      

          BUPATI GUNUNGKIDUL, 

                             ttd. 

                     BADINGAH 

Diundangkan di Wonosari 
pada tanggal  10 November 2011 

     SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

                      ttd. 

MOHAMAD JOKO SASONO 

 

BERlTA  DAERAH  KABUPATEN  GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR  24  SERI  E. 

 

 


